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Tembusan disampaikan kepada, Yth :
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Bupati Bogor (sebagai laporan};
Inspektur Kabupaten Bogor;
Ketua Dewan Perwakilan
Kepala Dinas Pendi
Kepala UPT Pendidi
Kepala Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi;

Yang bersangkutan.

Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;

dikan Kabupaten Bogor;
kan Pendidikan Kecamatan Ciawl;



CAMAT CIAWI,
Menimbang . bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian
i adeMmmmMLuaMM),
mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini periu
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (P
AL- MUSHAFA yang berlokasi di Kp. Ciaul RT. 04 RW. 06 Desa Cit
Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
di atas, periu menetapkan Keputusan Camat tentang I1zin Pen
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL- MUSHAFA yang berlokasi |
Ciaul RT, 04 RW. 06 Desa Cibedug Kecamatan Clawi Kabupaten Bog

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan O
Daerah Kabupaten Dalam LUngkungan Proving Djawa Barat |
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 o
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (¢
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembe
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Per
Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidik
‘Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
Pendidikan Pra Sekolah.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Taht
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Taht u
i aan Pendidikan (Lembaran Daerah Kab Bagor T
Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 teritang Wagib Sekolah Untuk
, Percepatan Waib Belajar Pendidikan Dasar Sembiian Tahun df Kabupetn

11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Bogor Momor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan 1zin Sekolah
(Berita Daerah Kabupaten BogorTahun 2013 Nomor 43;

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2013 tentang i
Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Peiayanan Perizinan
Dan Non Perizinan Kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2015 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Rekomendasi lzn Operasonal  Penyelenggara
Pendidikan PALD AL- MUSHAFA yang beriokasi di Kp. Claul RT. 04 RW.
06 Desa Cibedug Kecamatan Clawi Kabupaten Bogor, September 2015
Nomor: 006/PAUD AMF/TX/2015 perthal Permchonan Rekomendasi.

2. Penilalan Ujl Kelayakan yang dilakukan ocleh Penilik UPT Pendidikan
PAUD/TK/DIKDAS/DIKMEN XXIV Kecamatan Clawi  September 2015

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU + Memberikan perpanjangan lzin Operasional Penyslenggaraan kepada
NAMA PAUD AL-MUSHAFA
Jenis PAUD Kelompok Bermain (KB)
Alamat Kp. Claul RT. 04 RW. 06
Desa/Kel Cibedug
Kecamatan : Clawi

EDUA . Pemberian izin sebagimana dimaksud dalam diktum KESATU, beria)

sepanjang memenuhl semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yai

berlaku.




